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PUTUSAN
Nomor 927/Pdt.G/2023/PA.Skg
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
Pengadilan Agama Sengkang yang memeriksa dan mengadili perkara
perdata pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan
putusan dalam perkara cerai gugat antara:
XXXXXXXXXXXXXXXX tempat tanggal lahir Siwa, 10 Juli 1977 (umur 46 tahun),
NIK 7313105007770001, agama Islam, pendidikan terakhir
S1, pekerjaan Guru honorer, bertempat kediaman di JL.
Tocamming, RT/RW, 001/001, Kelurahan Siwa, Kecamatan
Pitumpanua, Kabupaten Wajo, selanjutnya disebut
Penggugat.
melawan
XXXXXXXXXXXXXXX tempat tanggal lahir Makassar, 03 Maret 1980 (umur 43
tahun),NIK 737111030380006, agama Islam, pendidikan
terakhir SLTA, pekerjaan usaha Bengkel, dahulu bertempat
kediaman di JL. Tocamming, RT/RW, 001/001, Kelurahan
Siwa, Kecamatan Pitumpanua, Kabupaten Wajo, sekarang
alamatnya tidak diketahui dengan jelas dan pasti di wilayah
Republik Indonesia (ghaib), selanjutnya disebut Tergugat.
- Pengadilan Agama tersebut;
- Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;
- Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka
sidang;
DUDUK PERKARA
Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 07
November 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengkang
dengan register perkara Nomor 927/Pdt.G/2024/PA.Skg, bertanggal 7

November 2023 mengemukakan hal-hal sebagai berikut:
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1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang menikah
pada hari Senin tanggal 25 Desember 2017 berdasarkan Duplikat Kutipan
Akta Nikah Nomor : B.1342/Kua.21.24.09/PW.01/10/2023 tanggal 06
Oktober 2023 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor
Urusan Agama Kecamatan Pitumpanua, Kabupaten Wajo;
2, Bahwa usia perkawinan Penggugat dan Tergugat hingga gugatan ini
diajukan telah mencapai 5 tahun 11 bulan lebih dan pernah hidup bersama,
selama 4 tahun 4 bulan;
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat
tinggal bersama membina rumah tangga di JL. Tocamming, RT/RW, 001/001,
Kelurahan Siwa, Kecamatan Pitumpanua, Kabupaten Wajo di rumah orang
tua Penggugat sebagaimana layaknya suami istri namun tidak dikaruniai
anak;
4, Bahwa pada awal pernikahan Penggugat dan Tergugat rukun selaku
suami istri namun pada tahun 2019 ketentaraman rumah tangga Penggugat
dan Tergugat tidak harmonis karena Penggugat dan Tergugat sering terjadi
perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena:
4.1, Tergugat tidak dapat memberi nafkah yang layak kepada
Penggugat, karenaTergugat menyimpan penghasilannya sendiri;
4.2. Tergugat suka marah-marah, berkata kasar walaupun
masalah sepele, dan melakukan pengancaman bahkan didepan orang
banyak sehingga Penggugat merasa malu;
5. Bahwa akibat perselisihan tersebut tersebut Penggugat dan Tergugat
telah pisah tempat tinggal sejak bulan April tahun 2022 hingga sekarang
telah berjalan selama kurang lebih 1 tahun 7 bulan karena Tergugat yang
telah pergi meninggalkan Penggugat;
6. Bahwa selama Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal
tersebut, selama itu pula sudah tidak ada lagi yang saling memperdulikan
dan tidak ada pula nafkah dari Tergugat;
7. Bahwa Tergugat tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di
wilayah Republik Indonesia, berdasarkan Surat Keterangan Nomor
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145/1092/KS tanggal 03 November 2023 dikeluarkan oleh Kepala Lurah
Siwa, Kecamatan Pitumpanua, Kabupaten Wajo;

8. Bahwa Penggugat sudah tidak sanggup lagi mempertahankan ikatan
perkawinannya dengan Tergugat dan memilih perceraian sebagai jalan yang
terbaik untuk mengakhiri ikatan perkawinan tersebut;

Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil dan keterangan tersebut diatas
serta bukti-bukti yang akan diajukan pada saatnya nanti, maka Penggugat
mohon dengan hormat kepada yang mulia Ketua Pengadilan Agama
Sengkang cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini

kiranya berkenan memutuskan ;

Primer :
1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2, Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat XXXXXXXXXXXXX

terhadap Penggugat XXXXXXXXXXXXXXXX;

3. Membebankan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku;
Subsider :

- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang adil

dan patut menurut hukum.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang
menghadap di muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan
tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa
hukumnnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan
relaas panggilan Nomor 927/Pdt.G/2023/PA. Skg, tanggal 14 November 2023
dan 14 Desember 2023 yang dibacakan di dalam persidangan dan tidak
ternyata bahwa ketidakhadiran Tergugat itu disebabkan suatu halangan yang
sah menurut hukum;

Bahwa Majelis Hakim setelah memeriksa identitas kedua belah pihak
yang berperkara yang selanjutnya menasihati Penggugat agar kembali rukun
dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap pada dalil-dalil
gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah

datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut,
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selanjutnya dimulai pemeriksaan perkara dengan membacakan surat gugatan

Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum yang maksud dan isinya tetap

dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalii gugatannya, Penggugat telah

mengajukan alat bukti surat dan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut:
A. Surat:
- Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor
B.1342/Kua.21.24.09/PW.01/10/2023 tanggal 06 Oktober 2023 yang
dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama
Kecamatan Pitumpanua, Kabupaten Wajo. setelah diperiksa dan
dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai oleh ketua majelis diberi kode
bukti P;
B.  Saksi-saksi:

1. Hasnawati, S.Pdi binti Saleng, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan S1,
pekerjaan Guru TK, bertempat tinggal di Kelurahan Bulete, Kecamatan
Pitumpanua, Kabupaten Wajo, telah memberikan keterangan di bawah
sumpah di depan sidang yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat bernama Arnawati, karena saksi
adalah sepupu 2x Penggugat dan saksi kenal Tergugat bernama
Rachmad;

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah hubungan suami istri;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal bersama
dirumah orang tua Penggugat dan hidup rukun, namun belum dikaruniai
anak;

- Bahwa saksi melihat Penggugat dengan Tergugat sekarang sudah
tidak rukun lagi, sejak bulan April 2022, karena sering timbul
perselisihan dan pertengkaran;

- Bahwa penyebab perselisihan Penggugat dan Tergugat, Tergugat
sering marah kalau Penggugat terlambat pulang mengurus urusan
sekolah ;

- Bahwa akibat perselisihan Penggugat dan Tergugat akhirnya terjadi

pisah tempat tinggal, sejak bulan April 2022 sudah kurang lebih 1 (satu)
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tahun, karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;

- Bahwa selama Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal

tidak pernah ada komunikasi lagi;

- Bahwa Tergugat tidak diketahui lagi alamatnya meskipun telah dicari;

2. Indriani binti Muh. Naim, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SMA,

pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kelurahan Siwa,
Kecamatan Pitumpanua, Kabupaten Wajo, telah memberikan keterangan di
bawah sumpah di depan sidang yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat bernama Arnawati, karena saksi

adalah sepupu 2x Penggugat dan saksi kenal Tergugat bernama

Rachmad;

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah hubungan suami istri;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal bersama

dirumah orang tua Penggugat dan hidup rukun, namun belum

dikaruniai anak;

- Bahwa saksi melihat Penggugat dengan Tergugat sekarang sudah

tidak rukun lagi, karena sering timbul perselisihan dan pertengkaran;

- Bahwa penyebab perselisihan Penggugat dan Tergugat, Tergugat

sering marah dan berkata kasar kepada Penggugat;

- Bahwa akibat perselisihan Penggugat dan Tergugat akhirnya terjadi

pisah tempat tinggal, sejak bulan April 2022 sudah 1(satu) tahun lebih,

karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;

- Bahwa selama Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal

tidak pernah ada komunikasi lagi;

- Bahwa Tergugat sudah tidak diketahui lagi alamatnya;

- Bahwa Penggugat sudah pernah berupaya mencari keberadaan

Tergugat, tidak diketahui;

Bahwa Penggugat telah mengajukan kesimpulan secara lisan yang

pada pokoknya tetap pada dalil gugatannya dan menyatakan tidak mengajukan

sesuatu apapun lagi selain mohon putusan;
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Bahwa untuk meringkas uraian putusan ini, maka semua hal yang
termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan

dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah
sebagimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat meskipun telah dipanggil secara
resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak
ternyata bahwa ketidakdatangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah
menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dipanggil secara resmi
dan patut untuk menghadap di depan sidang, akan tetapi Tergugat tidak datang
dan tidak mewakilkan kepada orang lain sebagai kuasanya, maka patut
dinyatakan tidak hadir. Dan oleh karena itu putusan atas perkara ini dijatuhkan
tanpa hadirnya Tergugat/verstek (default judgement);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati
Penggugat agar dapat kembali hidup rukun dengan Tergugat, sesuai dengan
maksud Pasal 82 Undang-Undang Rl Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan
Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3
Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun
2009 jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, akan tetapi
usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa karena pihak Tergugat tidak pernah hadir di
persidangan, maka majelis hakim tidak dapat mengupayakan perdamaian
melalui mediasi sesuai Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016
tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan Penggugat mengajukan
gugatannya adalah karena rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak
rukun dan harmonis lagi sebagaimana tersebut dalam uraian gugatan
Penggugat, sehingga hubungan antara Penggugat dan Tergugat tidak terjalin

lagi dengan baik, tidak saling berkomunikasi, tidak saling memperdulikan dan
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menjalankan hak kewajiban sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg
yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan
sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis hakim
membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatan Penggugat telah
mengajukan alat bukti surat P serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P yang merupakan akta otentik dan telah
bermaterai cukup dan sesuai aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai
hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat telah menikah secara sah,
tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pitumpanua Kabupaten Wajo,
Majelis Hakim menilai bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil,
serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (volledig) dan mengikat
(bindende) sebagaimana diatur dalam Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1870
KUHPerdata, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat telah terbukti
Penggugat dengan Tergugat sebagai suami istri sah. Dan menjadi dasar hukum
Penggugat mengajukan gugatan cerai di Pengadilan Agama,;

Menimbang, bahwa saksi 1 (Hasnhawati, S.Pdi) dan saksi 2 (Indriani),
sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil
sebagaimana diatur dalam Pasal 1911 dan Pasal 1912 KUHPerdata jo Pasal
172 Ayat (1) angka 4 dan Pasal 175 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 mengetahui dan
mengenal Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri sah dan melihat sendiri
Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun, namun belum dikaruniai
anak, kemudian Penggugat dan Tergugat dalam rumah tangganya sudah tidak
harmonis lagi disebabkan terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus
yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat berpisah tempat yang sudah
berjalan 1 (satu) tahun lebih. Dan sejak pisah tempat tinggal tidak pernah ada
komunikasi, tidak saling memperdulikan dan tidak saling menjalankan hak dan
kewajiban sebagai suami istri. Hal tersebut relevan dengan dalil yang harus
dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut
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telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 308 R.Bg jo.
Pasal 1906 dan Pasal 1907 KUHPerdata;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan 2 Penggugat saling
bersesuaian dan saling mendukung, cocok antara satu dengan yang lain, oleh
karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal
309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut di atas yang
dikuatkan dengan keyakinan hakim dapat disimpulkan fakta hukum sebagai
berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada

hari Senin tanggal 25 Desember 2017;

2. Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun, belum

dikaruniai anak ;

3. Bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah

tidak harmonis, karena sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran terus

menerus disebabkan Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat an

sering marah serta berkata kasar kepada Penggugat;

4. Bahwa akibat perselisihan Penggugat dengan Tergugat keduanya pisah

tempat tinggal selama 1 (satu) tahun 7 (tujuh) bulan;

5. Bahwa selama pisah tempat tinggal tidak terjalin hubungan yang baik

dan tidak saling menghiraukan sehingga tidak dapat menjalankan hak dan

kewajiban sebagai suami istri;

6. Bahwa Tergugat sudah tidak diketahui lagi alamatnya diwilayah Republik

Indonesia;

7. Bahwa Penggugat dengan Tergugat tidak ada harapan untuk rukun

kembali meskipun telah diupayakan oleh pihak keluarga;

8. Bahwa tujuan perkawinan untuk mencapai kebahagian, ketentraman

dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sulit terwujud;

Menimbang, bahwa fakta hukum pertama sampai keenam Penggugat

dan Tergugat adalah suami isteri sah pernah hidup rukun, belum dikaruniai
anak, namun kemudian terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus
disebabkan Tergugat tidak memberi nafkah dan sering marah serta berkata
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kasar yang mengakibatkan Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal
dimana Tergugat meninggalkan Penggugat dan selama pisah tempat tinggal,
tidak terjalin lagi hubungan komunikasi yang baik, bahkan Tergugat sudah tidak
diketahui lagi alamatnya diwilayah Republik Indonesia. Hal tersebut
menunjukkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak
harmonis;

Menimbang, bahwa fakta hukum ketujuh dan kedelapan, Penggugat dan
Tergugat telah diupayakan oleh pihak keluarga dan juga oleh Majelis Hakim
pada setiap persidangan agar rukun kembali membina rumah tangganya
dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil. Hal tersebut menunjukkan bahwa
Penggugat dengan Tergugat sudah sulit untuk rukun kembali dan tujuan
perkawinan sebagaimana yang digariskan oleh Undang-undang Nomor 1 Tahun
1974 pada Pasal 1 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam untuk mencapai
kebahagiaan, ketenteraman ,sakinah mawaddah dan rahmah sulit terwujud;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas,
Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 1 (satu) tahun 7
(tujuh) bulan, maka Majelis Hakim menilai terdapat disharmoni dalam rumah
tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat disharmoni sebuah
perkawinan disebut broken marriage, yang dalam permasalahan keluarga
landasannya bukan semata-mata adanya pertengkaran fisik (physical cruelty),
akan tetapi termasuk juga kekejaman mental (mental cruelty) yang
menyebabkan tidak terpenuhinya hak dan kewajiban suami isteri sehingga
meskipun tidak terjadi pertengkaran mulut atau kekerasan fisik maupun
penganiayaan secara terus menerus, akan tetapi telah secara nyata terjadi dan
berlangsung kekejaman mental atau penelantaran terhadap salah satu pihak,
maka sudah dianggap terjadi broken marriage;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai tindakan Penggugat dan
Tergugat yang sudah tidak pernah ada komunikasi lagi, tidak saling
memperdulikan dan menghiraukan dalam waktu yang sudah cukup lama
adalah sesuatu yang tidak wajar dalam sebuah rumah tangga (keluarga) yang
rukun dan harmonis, karenanya Majelis Hakim berpendapat rumah tangga
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Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi dan apabila
dipaksakan akan terjadi kesensaran dan penderitaan lebih panjang dan dapat
menimbulkan mudharat lebih besar dari pada manfaat yang diperoleh bagi
kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa menutup pintu yang dapat menyebabkan
kesengsaraan dan penderitaan, merupakan alternatif pemecahan masalah
guna menghilangkan kemafsadatan sebagaimana qaidah ushul figih yang
menyatakan :

cdlaoll wd> Lle paio suwlaall 1))
Artinya :

“Menolak kerusakan harus didahulukan daripada meraih kebaikan”

Menimbang, bahwa dalam rangka mewujudkan tujuan tersebut, maka
perkawinan Penggugat dengan Tergugat bila dipaksakan untuk dipertahankan
tentu mudharat yang ditanggung lebih besar dari pada maslahat yang
diperoleh, oleh karena itu memutuskan hubungan perkawinan Penggugat
dengan Tergugat akan diperoleh maslahat lebih baik dan lebih besar bagi
kedua belah pihak daripada mempertahankan perkawinannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu untuk melakukan suatu
perceraian harus ada cukup alasan dimana suami isteri tidak akan dapat hidup
rukun sebagai suami isteri dan pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil
mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf (f)
Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi
Hukum Islam menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu antara suami istri
terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan
akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di
atas maka Majelis Hakim berpendapat dalil-dalil perceraian Penggugat telah
terbukti, telah cukup alasan dan memenuhi alasan perceraian sebagaimana
yang ditentukan dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9
Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yakni antara suami
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istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan
akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, maka gugatan Penggugat petitum
nomor 1 dapat dikabulkan secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan maka
petitum gugatan nomor 2 yang mohon untuk dijatuhkan talak satu bain sughra
Tergugat terhadap Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perceraian ini diajukan oleh
Penggugat, maka berdasarkan Pasal 119 Ayat (2) Huruf (c) Kompilasi Hukum
Islam, Pengadilan Agama menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat
terhadap Penggugat dan selanjutnya akan dinyatakan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo dalam bidang
perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7
Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3
Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun
2009 biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada
Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-
undangan yang berlaku serta ketentuan syara’ yang berkaitan dengan perkara
ini;

MENGADILI
1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut
untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2, Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat
XXXXXXXXXXxxterhadap Penggugat XXXXXXXXXXXXXX;
4, Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara ini
sejumlah Rp770.000,00 (tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan
Agama Sengkang pada hari Kamis tanggal 14 Maret 2024 Masehi bertepatan
dengan tanggal 3 Ramadhan 1445 Hijriyah. Oleh kami Drs. H. Muh. Kasyim,
M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, Drs. Rusli M, M.H dan Hilmah Ismail, S.H.I
masing-masing sebagai Hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis
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pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para
Hakim Anggota serta Muhammad Yunus,Amd.Hk., S.E sebagai Panitera
Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Drs. H. Muh. Kasyim, M.H.

Hakim Anggota I, Hakim Anggota Il,

Drs. Rusli M., M.H. Hilmah Ismail, S.H.I

Panitera Pengganti,

Muhammad Yunus,Amd.Hk., S.E

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- ATK Perkara :Rp 100.000,00
- Panggilan : Rp 600.000,00

- PNBP :Rp 20.000,00
- Redaksi :Rp 10.000,00
- Meterai :Rp 10.000,00
Jumlah : Rp770.000,00, (tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah).
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